
   

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR  47  TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 42 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, 
FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA DAN STAF AHLI BUPATI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI PRINGSEWU, 

 
Menimbang : a. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Peraturan 
Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, 
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati 
perlu dilakukan perubahan; 

  b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah 
menerima Surat dari Gubernur Lampung Nomor             
060/3716/07/2020 hal Rekomendasi Perubahan 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi,   Tugas  Pokok,  Fungsi  dan   Tata   Kerja                   
Sekretariat  Daerah,   Sekretariat  Dewan   Perwakilan  
Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Staf Ahli Bupati; 



 

 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4932); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2034) sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 



 

 

 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) 
sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 1); 

  9. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli 
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 
2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 
Nomor 23); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI 
PRINGSEWU NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, 
FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 
INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 
STAF AHLI BUPATI. 
 

  Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu 
Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf 
Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 
2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 23 
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 
2020 Nomor 23) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

  

 

Pasal 15 
 

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 
terdiri dari: 

a. Kepala Satuan; 

b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 



 

 

 

 

c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan 
Daerah  terdiri dari: 
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan 

Penyuluhan; 

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan 

3. Seksi Kemitraan dan Pembinaan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat terdiri dari: 
1. Seksi Operasi dan Pengendalian; 

2. Seksi Kerjasama; dan 

3. Seksi Teknis Fungsional. 

e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan 
Perlindungan Masyarakat terdiri dari: 
1. Seksi Satuan Linmas; 

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan 

3. Seksi Pelatihan Dasar. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan 
tugasnya secara teknis operasional berada 
dibawah koordinasi dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 17 

 

Struktur Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja 
sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu. 

 
 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal 29 Desember 2020                   
 

BUPATI PRINGSEWU, 
 

 
dto 

 
          SUJADI 

 

 
Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal  29 Desember 2020                   

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 
 
 

 dto 
 

     HERI ISWAHYUDI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 584 



 

 

 

 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN  
PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN 

 

 

BIDANG 
SUMBER DAYA APARATUR DAN 
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

BIDANG 
KETERTIBAN UMUM DAN 

KETENTERAMAN MASYARAKAT 

\ 

SEKSI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN 

DAN PENYULUHAN 

 

SEKSI  
PENYELIDIKAN  

DAN PENYIDIKAN 

 

SEKSI  
KEMITRAAN DAN PEMBINAAN 
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI 

SIPIL (PPNS) 

 

SEKSI  
OPERASI DAN 

PENGENDALIAN 

 

SEKSI  

KERJASAMA 

 

SEKSI  
TEKNIS FUNGSIONAL 

 

BIDANG 
PENEGAKAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAERAH 

 

 

KEPALA SATUAN 

 

 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIOANAL 

 

 

SEKSI  

SATUAN LINMAS 

 

 

SEKSI  

BINA POTENSI MASYARAKAT 

 

 

SEKSI  

PELATIHAN DASAR 

 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
  

                                                                                                                                                       LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
  NOMOR :  47     
  TANGGAL :  29 Desember 2020    
     

STRUKTUR ORGANISASI 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 

BUPATI PRINGSEWU, 
 
 

dto 
 

SUJADI 


